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Daftar Pertanyaan Wawancara Tesis 

 

1. Bagaimana proses melakukan pemberhentian PNS di BKPSDM 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021? 

2. Apa saja hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh BKPSDM Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 

Pegawai Negeri Sipil? 

3. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan di BKPSDM 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat pelanggaran disiplin PNS? 

4. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pelanggaran 

disiplin PNS? 

5. Apakah hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap PNS yang 

melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku 

berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021? 

6. Apa saja hambatan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 

memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 94 

Tahun 2021? 

7. Apa saja solusi yang dilakukan BKPSDM Tebing Tinggi jika terdapat 

hambatan dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil? 

8. Apa langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi untuk mencegah Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan 

pelanggaran disiplin? 


